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ARSTRAK
sehubungan dengan keheradaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara
wz menzngani perkara-perkara ketatanegaraan tertentu, beranti sistem keluasaan yang

wznzt dalam ketatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan. Dalam hal ini
cewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) perubshan ketiga
01945 jo Pasal 10 UL Wo. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yvang
mewziakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada
wre= pertama dan lerakhir yang putusannya bersifat final wntuk menpup endang-
g Alasan pemohon mengajukan hak uji materi! terhadap UL Mo, 8 Tahun 1992
—=nz Perfilman yang telah diputes oleh Mahkamah Konstitust putusannya bersifal linal
ree menguji Undanp-Undang. Dalam hal ini perls dikaji apa alasan pemohon
memcziokan )i materl terhadap UL Mo, 8 Tabun 1992 tentang Perfilman | bagaimana
cecocukan hukum para pemehon, serta pertimbangan putusan hukum terhadap UL No. &
s 1992 tentang Perfilman yang  ditolak setelah divji materil. Untuk mengetahui
wwzman atas hal-hal tersebut di atas, dilakukan analisis hukum terhadap putusan UL Moo
Tihun 1992 tentang Perfilman yang putusannya di lskukan oleh Mahkamah Konstitus
= merupakan data primer, sedangkan data sckunder dikempufkan dari Undang-
- 2ano dan peraturan lainnya yvang mengatur tentang Mahkamah Konstilusi dan serta
~xwen-bahan tulisan dari para ahli, di samping buku-buku tentang Mahkamah Konstitusi.
= penelitian diperoleh dari gambaran bahwa dalam perkars ime alasan permaobon
=eszajukan uji mateeil terhadap UL No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman yaiu bahwa
semzan berlakunya UL Moo § Tahun 1992 tentang Perfilman tersebut bertentangan
semzan pasal 28C avat (1) dan pasal 28F ULID 1945 dan terdapat pelanggaran terhadap
wie konstitusional para pemohon sebagai pembuat film. Permoehonan telash divndangkan
—==7 Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Mo, 32 dan Tambahan Berita Negara BT Moo
- mendalilkan dengan merajuk pada Potesan Mahkamah  Konstitusi MNomor
e PULLTE2004, ada beberapa alasan pemohon mengajukan uji materil terhadap UU
% Tahen 1992 tentang Perfilman. vakni terhadap ketentuan beberapa Pasal vang
o= 2 menghalangi hak konstitusional para Pemohon yaitu hak untek herkomuonikas dan
—empercich informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkunpan sosialnva, hak
==k mencari. memperoleh, memiliki, menvimpan, mengolah dan menvampaikan
rmasi dengan menggunakan segala jenis saluran vang tersedia. Legal standing para
“=—ohon vaitn Annisa Nurul Shanty K, Muhammad Rivai Biza, Mur Kurmiati Aisyah
Lalu Rois Amrradhiani. Tino Sarocnpallo memilih domisili hukum pada kantor
zvz=an Masyarakat Mandin Film Indencsia (Y MMFEL), selanjuinyva dischut schagai Para
“=—ohon. Scdangkan pertimbangan putusan hokum terhadap UL Noo 8 Tabun 1992
Perfilman yang ditolak  setelabh  diggi materil adalah  pertimbangan  yang
sohangkot kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili dan memuotes permohonan
me= pemohon dan apakah para pemobon memiliki kedudukan hokum (fegerd standings)
~uk mengajukan permohonan a que kepada Mahkamah,



BARI
PENDAHULIIAN
A. Latar Belakang

Reformasi nasional tahun 1998 membuka peluang perubaban mendasar atas
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoncsia Tahon 1943 (LU 1945) yang
disakralkan olch pemerintah orde baru untuk direvisi. setelah reformasi, konstitusi
indonesia telah mengalami perubahan dalam satu rangkaian empat tahap, yvain pads
tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 UUD 1945,

Memperhalikan pegalanan sejarah Republik Indonesia, perkembangan pemikiran
dan praktik mengenai prnsip negara hukom diakoi mengandung kelemahan, vakni
hukum  menjadi alat bagi kepentingan  penpeasa, Hal ini terbukti dalam  prakiik
selalanegaraan penguasa menggunakan wacana negara hukum dengan melepaskan
nakikat atau makna yang termuoat dalam konsepsi negara hukum itu sendir. Kelemahan
eersebut menueut Abdul Hakim G. Nusantara® dikarenakan pranata-pranata hukum lebih
Sanvak dibangun uniuk melegitimasi kekuasaan pemeriniah, mefasilitasi proses rekayasa
sostal, dan wnluk mentasilitasi pertumbuhan ekonemi secara sepihak sehingga hukum
selum berfungsi sepenuhnya sebagai sarana dalam mengangkar harkat dan martabae
Ak vaL.

Sistem VLY Tabun 1945 terlalu menekankan pada fungsi kekoasaan eksekutif

i presiden ) tanpa membuka ruang checky and balances schingga ULD 19453
menjadi instrurmen politik yvang ampuh bagi twmbuh kembangnva  otoritarianisme

Aczhar, Peranan Mahlemak Kevoditusi Sebhaged Penfoga, tersedia di hhigp / s roaerle com, diakses
wrgpal § Crkiober 2008,

Abdul Hakum G Musantars, Polisk Huakum Iedonesio (Jakara: Yayasan LB, 19598, hal, 1%,



sebagaimana dipraktekkan pada masa orde lama, terlebih lagi orde baru. Salah satu hasil
perubahan UMD Tahun 1945 adalah adanya pembaruan erhadap sistem kekuasaan di
negara Republik Indonesia. Pembarvan ini tampak jelas dari perubahan LU Tahun
1945 yang menpatur tentang  kckuassan lembaga-lembaga  negara. misalova; {i)
kekuasaan legislatf, khususnya menpenai kedudukan, susunan, dan kekuasaan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), penambahan kekuassan  Dewan Perwakilan Rakyat
{DPR)Y, dan adanya  Dewan Perwakilan Daersh (DPD); (i) kekuasaan ckschutif
(presiden) mengalami pembatasan atan penpuranpgan, dan; (iii) kekuasaan yudikatif,
terutama kehadiran Mahkamah Konstitusi (ME) dan Komisi Yudisial (KY)."

Keberadaan ME  banyak dipakai terutama di oegara-negara  yang  sedang
mengalami perubahan dari sistem pemerintahan negara yang otoritarian menjadi negara
vang sistem _pemerintshannya demokratis. don ditempatkan sebagai clemen penting
dalam sistem pemerintahan negaca konstitusional modem. Pembentukan MK sehagas
nengadilan konstitusi herdiri atas dasar adanya supremasi konstitust vang menjadi hukum
lertingyd yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta schapa lolak ukure untuk
mencegah nepara bertindak secara tidak konstitusional.®

Denpan demikian, gagasan pembentukan ME merupakan upaya yang ditujubon
ontuk penyelengzaraan kekuasaan dan ketatzncgaraan yang benar sesuar bukum dasar,

Ada empat hal vang mefatarbelakangi dan menjadi landasan pembentukan ME. vaitu (1)

Ikhsan Fosvads Parubutan Doulay, Memohomd! Kebdradoennye Dolom Sisier Keontonegoraan
Bapnhlik ndomesio, T, Fineks Cipla, Fakarta, 2006, hal. 4.

Ml hal 5.
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BAB IV

PENUTUPR

A. Kesimpulan.

I

Alasan permahon mengajukan uii materil erhadap LILTNe. 8 Tahun R tentang

Perfilman:

- Para pemohon mendalilkan pasal | angka 4, Bab V pasal 33 dan pasal 34 UL Mo, 4
Tahun 1992 tentang Perfilman tersebul berupa ketentuan yang mengalur lentang
Sensor TFilm adalah berentangan dengan hak konstitusional bahkan hak asasi
manusia vang paling mendasar sebagaimana tercantum datam pasal 28F LILITY 1940
vakni hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperaleh informosi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkunpan sosialnya, serta herhak untik mencan,
memperaleh. memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan  informesi
dengan menggunakan sepala saluran yang lersedia.

- Terkait dengan hak uniuk mendapatkan pendidikan, para Pemohon mendalilzan
hahwa melalui film yang diproduksinya, para Pemohon secara tidak langsung
mendapatkan pendidikan (nen formaly vang langsung diperoleh dari penanton,
pemerhati film hingea kritikus (pengamat) iilm melalui forum resmi seperti festival
maupun tidak resmi seperti penulisan resensi film pada surat kabar, dialog dan
diskusi hingga ungkapan-ungkapan spontan dari para penonton yang  melihal
penayangan dan pertunjukan film dimaksuad. Penilaian sckaligus pendidikan yang
diperoleh oleh para Pemohon dari para pikak ini skan memberikan nilai tarmbah

bagi peningkatan atas karyanya

na
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